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 Abstract: Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui, 
menganalisis dan mendeskripsikan implementasi 
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait 
BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa 
Tenggara beserta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Jenis pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu melalui pendekatan 
kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, 
pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan cara pengumpulan data (data collection), 
reduksi data (data reduction), display data (data 
display), dan  penarikan kesimpulan dan verifikasi 
(conclusion drawing/verification) Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi bagi 
nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara masih 
memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. 
Pertama, Standar Operasional Prosedur (SPO) belum 
tergambarkan secara jelas. Kedua,  penyaluran BBM 
bersubsidi masih sering tidak tepat sasaran, karena 
masih terdapat orang yang tidak berhak yang diberikan 
kesempatan untuk memperoleh BBM bersubsidi. Ketiga, 
kurangnya alokasi kuota BBM bersubsidi telah 
mengakibatkan kebutuhan nelayan saat melaut tidak 
terpenuhi. Keempat, dari dua SPBN yang tersedia, 
hanya satu SPBN yang beroperasi. Melalui 
permasalahan yang ditemukan tersebut, maka dapat 
terlihat bahwa keberpihakan dan pengawasan dari 
pemerintah daerah belum optimal. Dapat disimpulkan 
bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 
Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan di 
Kabupaten Minahasa Tenggara, belum terlaksana 
secara baik. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan 
pemerintah dalam megatasi permasalahan yang ada, 
termasuk penguatan dalam pengawasan. 
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PENDAHULUAN  
 Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan adalah bentuk dukungan 
pemerintah terhadap kelompok nelayan kecil yang berperan penting dalam menjaga 
ketahanan pangan dan ekonomi pesisir. Kebijakan ini bertujuan membantu nelayan 
menghadapi ketidakpastian cuaca, fluktuasi harga hasil laut, dan keterbatasan akses 
terhadap sumber daya ekonomi. Melalui subsidi BBM, pemerintah memastikan 
keberlanjutan aktivitas nelayan kecil, menjaga harga ikan tetap terjangkau, dan memperkuat 
ekonomi lokal di wilayah pesisir. 

Subsidi BBM juga mencerminkan perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan 
budaya maritim. Nelayan tradisional cenderung memiliki pendekatan yang lebih lestari 
dalam menangkap ikan, dibandingkan dengan industri perikanan skala besar. Dukungan 
subsidi ini diarahkan untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan sekaligus 
mempromosikan kemandirian ekonomi lokal. Kebijakan ini juga berperan dalam menjaga 
stabilitas ekonomi pesisir dan memberikan pengakuan terhadap kontribusi nelayan kecil 
dalam perekonomian nasional. 

Untuk melindungi hak nelayan, pemerintah menerapkan kebijakan melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, dan Peraturan 
BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan mengatur distribusi BBM 
bersubsidi, memastikan penggunaan yang tepat sasaran, serta meningkatkan kesejahteraan 
nelayan kecil. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi saling melengkapi dalam mengawasi 
penyaluran subsidi, mengurangi penyalahgunaan, dan menjamin akses yang adil bagi 
nelayan yang berhak menerimanya. 

Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara, adalah wilayah 
yang bergantung pada sektor perikanan sebagai pilar utama ekonomi daerah. Mayoritas 
nelayan di wilayah ini sangat membutuhkan BBM bersubsidi untuk menjalankan aktivitas 
penangkapan ikan. Data menunjukkan bahwa terdapat 20.187 kapal di Sulawesi Utara, 
dengan 1.746 nelayan yang terdaftar dalam Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 
(KUSUKA) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kendati demikian, pelaksanaan subsidi BBM 
sering menghadapi berbagai masalah terkait distribusi dan aksesibilitas. 

Masalah yang dihadapi nelayan meliputi ketidak-tepatan sasaran subsidi, 
ketidaksesuaian kuota distribusi, dan kompleksitas prosedur administratif dalam 
memperoleh BBM bersubsidi. Lemahnya pengawasan dan transparansi, serta kurangnya 
sosialisasi, turut memperburuk situasi ini. Akibatnya, banyak nelayan yang tidak 
mendapatkan BBM bersubsidi meskipun memenuhi kriteria yang telah ditetapkan  

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 memberikan kerangka kebijakan untuk 
memastikan BBM bersubsidi didistribusikan dengan tepat kepada kelompok yang 
membutuhkan, seperti nelayan kecil. Implementasi kebijakan ini mencakup pengawasan 
terhadap badan usaha yang menyalurkan BBM, pelaporan berkala, dan pengaturan sasaran 
penerima subsidi. Namun, penerapannya masih memerlukan perbaikan untuk mengatasi 
berbagai kendala yang dihadapi nelayan di lapangan. 

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 
2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini diterapkan dan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. 



 4061 
JIRK 

Journal of Innovation Research and Knowledge 
 Vol.4, No.7, Desember 2024 
 

…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
ISSN 2798-3471 (Cetak)  Journal of Innovation Research and Knowledge 
ISSN 2798-3641 (Online) 

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana 
implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi di 
Kabupaten Minahasa Tenggara dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi implementasi 
kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam 
mengenai realitas kebijakan subsidi BBM bagi nelayan dan upaya perbaikan yang dapat 
dilakukan. 
 
LANDASAN TEORI  
Konsep Dasar Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai 
tujuan tertentu dalam menghadapi masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan tidak 
hanya melibatkan keputusan untuk melakukan suatu tindakan tetapi juga keputusan untuk 
tidak melakukan sesuatu, karena kedua pilihan tersebut dapat membawa dampak yang 
signifikan terhadap masyarakat. Kebijakan publik mencakup hubungan antara pemerintah 
dan lingkungannya, di mana tindakan yang diambil mencerminkan upaya pemerintah untuk 
mengelola berbagai isu publik melalui pengalokasian nilai-nilai yang dianggap penting bagi 
masyarakat. 

Kebijakan publik memiliki karakteristik yang kompleks, melibatkan proses yang 
berkelanjutan dan berlangsung dalam konteks intra dan antar organisasi. Kebijakan ini 
mencakup perilaku, harapan, serta tujuan eksplisit maupun implisit yang ingin dicapai. Selain 
itu, kebijakan publik dirancang untuk menghasilkan hasil akhir tertentu dan melibatkan 
peran kunci lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya. Elemen-elemen seperti tujuan, 
proses, hubungan antar organisasi, serta pengaruh terhadap masyarakat menjadi bagian 
penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan public. 

Kebijakan publik adalah bentuk alokasi nilai-nilai yang dilakukan oleh otoritas dalam 
sistem politik. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah 
publik mencerminkan pilihan yang diambil untuk memberikan dampak tertentu bagi 
masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan niat atau 
keinginan, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata yang memiliki konsekuensi 
langsung terhadap masyarakat luas, baik melalui keputusan untuk bertindak maupun untuk 
tidak bertindak. 
Teori Kebijakan Publik 

Dalam studi kebijakan publik, berbagai teori dikembangkan untuk memahami proses 
pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Teori-teori ini mencakup berbagai 
perspektif, mulai dari pendekatan sistem yang melihat kebijakan sebagai hasil interaksi 
komponen dalam sistem politik hingga teori pilihan rasional yang menyoroti keputusan 
berdasarkan perhitungan keuntungan pribadi. Ada pula teori jaringan kebijakan yang fokus 
pada hubungan antaraktor, teori tahap kebijakan yang merinci proses menjadi tahapan 
sistematis, serta teori pembelajaran kebijakan yang menekankan pembelajaran dari 
pengalaman sebelumnya. Selain itu, teori seperti birokrasi, pilihan publik, multiple streams, 
advokasi koalisi, dan institusional memberikan kerangka kerja tambahan untuk 
menganalisis berbagai aspek dalam kebijakan publik. 

Proses kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk 
memecahkan masalah secara sistematis. Tahap pertama adalah penyusunan agenda, di mana 
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isu-isu publik bersaing untuk masuk ke dalam agenda pembuat kebijakan. Selanjutnya adalah 
tahap formulasi kebijakan, di mana berbagai alternatif solusi dianalisis untuk dipilih sebagai 
kebijakan terbaik. Proses ini melibatkan perumusan masalah dan penyusunan berbagai opsi 
kebijakan yang bersaing untuk mendapatkan prioritas. 

Tahap adopsi kebijakan melibatkan pengambilan keputusan akhir dari berbagai 
alternatif yang diusulkan. Kebijakan yang telah diadopsi kemudian masuk ke tahap 
implementasi, di mana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan administrasi dan 
agen pemerintah. Tahap ini memobilisasi sumber daya manusia dan finansial untuk 
menerapkan kebijakan secara efektif. Namun, dalam implementasi, sering kali muncul 
tantangan berupa konflik kepentingan atau kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan. 

Tahap evaluasi adalah langkah penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah 
diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang diharapkan. Dengan menggunakan 
kriteria dan ukuran yang jelas, evaluasi membantu menentukan apakah kebijakan tersebut 
perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Proses ini memberikan masukan penting 
untuk perbaikan kebijakan di masa depan. 
 
Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahap esensial dalam siklus kebijakan publik 
yang dimulai setelah undang-undang atau kebijakan disahkan. Pada tahap ini, berbagai aktor, 
organisasi, dan teknik bekerja sama untuk menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi 
tindakan nyata. Implementasi mencakup proses, keluaran, dan dampak yang dihasilkan dari 
kebijakan, dengan fokus pada pencapaian sasaran dan perubahan yang diinginkan. Proses ini 
membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk mengorganisasikan sumber daya dan 
menyusun langkah-langkah yang konkret guna menjalankan kebijakan dengan efektif. 

Implementasi kebijakan melibatkan berbagai komponen, termasuk komunikasi, 
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik memastikan pelaksana 
memahami tujuan, kelompok sasaran, dan langkah implementasi secara jelas dan konsisten. 
Sumber daya mencakup dukungan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, serta informasi 
yang relevan. Disposisi pelaksana yang mencakup kejujuran, komitmen, dan kompetensi 
memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi yang 
sederhana dan efisien diperlukan untuk memastikan fleksibilitas dan efektivitas pelaksanaan 
kebijakan. 

Model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III menyoroti empat 
faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, 
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi memastikan informasi kebijakan 
disampaikan secara jelas dan konsisten. Sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, 
maupun tenaga kerja, merupakan pendukung utama keberhasilan kebijakan. Disposisi 
pelaksana, seperti kejujuran dan komitmen, menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan, 
sementara struktur birokrasi yang sederhana mencegah hambatan administratif yang dapat 
memperlambat proses implementasi. 

Implementasi kebijakan sering menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sumber 
daya, birokrasi yang rumit, dan perbedaan interpretasi di antara pelaksana. Selain itu, 
struktur birokrasi yang terlalu panjang dapat melemahkan pengawasan dan menciptakan 
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prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat 
bergantung pada koordinasi antaraktor, alokasi sumber daya yang memadai, serta 
mekanisme komunikasi dan pengawasan yang efektif. Dengan mengatasi tantangan ini, 
kebijakan dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan memberikan dampak yang optimal. 
 
Nelayan 

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan 
menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas penangkapan ikan. Mereka tinggal di 
dekat pantai, menggunakan perahu, pancing, jaring, atau alat tradisional lainnya untuk 
menangkap ikan. Masyarakat nelayan umumnya memiliki kondisi sosial ekonomi yang 
rendah, dengan tingkat pendidikan, sarana, dan prasarana yang masih terbatas. Lingkungan 
mereka sering terancam oleh kerusakan habitat, pencemaran, serta eksploitasi sumber daya 
alam yang berlebihan. 

Masyarakat nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan kepemilikan 
modal. Pertama, nelayan juragan adalah mereka yang memiliki perahu dan alat tangkap, 
sering mempekerjakan nelayan pekerja untuk membantu menangkap ikan. Kedua, nelayan 
pekerja adalah mereka yang tidak memiliki alat tangkap sendiri dan bergantung pada 
juragan untuk bekerja. Ketiga, nelayan pemilik adalah nelayan miskin yang hanya memiliki 
peralatan sederhana untuk kebutuhan pribadi. Komunitas nelayan dikenal dengan 
kehidupan gotong royong dan solidaritas, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan 
ekonomi dan social. 

Komunitas nelayan tidak hanya berkontribusi pada sektor perikanan tetapi juga 
membentuk budaya maritim yang kuat. Kehidupan mereka yang sederhana, bergantung pada 
kearifan lokal dan keterampilan tradisional, menunjukkan daya juang yang tinggi dalam 
menghadapi kerasnya kehidupan laut. Dengan karakteristik unik ini, nelayan memainkan 
peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mendukung 
perekonomian lokal 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi 
kebijakan subsidi BBM bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini 
dilakukan di lokasi yang relevan seperti pelabuhan nelayan dan tempat pengisian BBM, 
dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Pertamina, dan nelayan. 
Fokus penelitian diarahkan pada aspek-aspek utama seperti prosedur penyaluran, ketepatan 
sasaran penerima, ketersediaan kuota BBM, dan keberadaan SPBN sebagai penyalur. 

Peneliti sendiri menjadi instrumen utama dalam penelitian ini, memanfaatkan 
pengalamannya di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Utara yang memiliki 
hubungan langsung dengan kebijakan BBM subsidi. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang mencakup regulasi, laporan keuangan, dan 
data statistik. Informasi diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive, mencakup 
pihak-pihak yang relevan seperti pejabat pemerintah, nelayan, dan perwakilan organisasi 
terkait. 

Situasi sosial di Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi fokus pengamatan, mencakup 
aktivitas harian nelayan, proses administrasi penyaluran subsidi, dan interaksi dengan pihak 
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penyalur BBM. Observasi dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh melalui 
wawancara dan dokumentasi, memastikan data yang akurat dan mendalam. Aktivitas 
nelayan dalam memanfaatkan BBM subsidi untuk melaut menjadi salah satu fokus utama 
dalam analisis. 

Teknik analisis data melibatkan tahapan sistematis seperti pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan dari berbagai 
sumber, disederhanakan untuk relevansi, dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram 
untuk mempermudah analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi yang ketat 
untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan. 

Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan pemerintah, laporan pelaksanaan 
subsidi, data statistik nelayan, dan feedback dari masyarakat. Data ini digunakan untuk 
memahami bagaimana kebijakan subsidi BBM diimplementasikan dan dampaknya terhadap 
nelayan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan yang mendalam 
mengenai efektivitas kebijakan dan tantangan yang dihadapi di lapangan  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Kebiijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Bagi Nelayan di 
Kabupaten Minahasa Tenggara 

Subsidi BBM untuk nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara masih menghadapi 
kendala, terutama dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kurangnya 
sosialisasi terkait jadwal penyaluran BBM bersubsidi menjadi tantangan utama. Selain itu, 
nelayan diwajibkan memiliki surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. 
Kendala lain mencakup kekurangan kuota BBM di SPBN Ratatotok, meskipun surat 
rekomendasi sudah dipermudah oleh dinas terkait. Pengelolaan dan penyaluran BBM di 
SPBN ini juga sering diwarnai dengan ketidakpastian, mengakibatkan nelayan harus 
menyesuaikan aktivitas melaut. 

Ketepatan sasaran subsidi BBM menjadi isu penting yang memengaruhi penurunan 
kuota BBM bersubsidi. Laporan masyarakat sering menyebutkan adanya oknum yang tidak 
berhak menerima BBM bersubsidi. Hal ini menyebabkan pengawasan dari pemerintah 
daerah dan pihak berwenang menjadi lebih ketat. Namun, masih ada kekhawatiran bahwa 
bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran, sehingga pengawasan terhadap penerima subsidi 
perlu ditingkatkan. 

Ketersediaan kuota BBM bersubsidi menjadi perhatian, dengan kebutuhan nelayan 
sering kali melampaui alokasi yang diberikan. Pihak pemerintah kabupaten berusaha 
mengatasi kekurangan ini dengan langkah-langkah seperti meminta tambahan kuota melalui 
pemerintah provinsi dan membagi BBM secara proporsional kepada nelayan. Selain itu, 
terdapat inisiatif pemberian BBM bersubsidi gratis dari anggaran pemerintah daerah sebagai 
solusi sementara untuk mendukung operasional nelayan. 

Keberadaan SPBN di Kabupaten Minahasa Tenggara juga menjadi sorotan. Hanya satu 
dari dua SPBN yang ada, yaitu SPBN Ratatotok, yang beroperasi, sementara SPBN Belang 
masih terkendala perizinan. Akibatnya, SPBN Ratatotok harus melayani semua kebutuhan 
BBM bersubsidi di wilayah tersebut, menyebabkan antrean panjang dan keterbatasan 
pasokan bagi nelayan. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan kendala perizinan 
untuk mengaktifkan SPBN Belang. 
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Masalah ketersediaan BBM bersubsidi dan infrastruktur pendukung seperti SPBN 
berdampak pada produktivitas nelayan. Kendala ini tidak hanya memengaruhi kelangsungan 
pekerjaan nelayan tetapi juga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. 
Harapannya, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan, memperbaiki distribusi kuota, 
dan memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung agar subsidi BBM benar-benar tepat 
sasaran dan mendukung kesejahteraan nelayan. 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 
Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan 

Distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara 
menghadapi kendala, terutama terkait keterlambatan pasokan dan ketidaktepatan sasaran. 
Keterlambatan distribusi dari Pertamina menyebabkan antrean panjang di SPBN Ratatotok, 
meskipun kuota yang dialokasikan terpenuhi secara bertahap. Selain itu, persoalan 
pengelolaan SPBN Belang yang belum beroperasi akibat kendala perizinan juga 
menunjukkan kurang optimalnya perhatian pemerintah terhadap kelancaran distribusi BBM 
bersubsidi. Nelayan mengeluhkan kualitas BBM yang terkadang tidak sesuai standar dan 
ketidaksesuaian jumlah subsidi dengan kebutuhan, terutama saat permintaan meningkat. 

Keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan nelayan dinilai masih memerlukan 
perbaikan. Meski ada upaya memperbaiki sistem rekomendasi, seperti kemudahan 
pengurusan surat rekomendasi di berbagai lokasi, nelayan tetap mengharapkan respons 
yang lebih cepat dan efektif dari pemerintah untuk mengatasi masalah distribusi. Mereka 
berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan, termasuk memastikan jumlah 
BBM bersubsidi yang memadai sesuai kebutuhan operasional mereka. 

Pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi BBM bersubsidi juga masih 
lemah, terlihat dari masih adanya kasus penyalahgunaan subsidi oleh kelompok non-
prioritas. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menjadi kendala 
utama dalam melakukan pemantauan yang efektif. Meskipun pengawasan dilakukan melalui 
laporan bulanan dan sidak mendadak oleh Pertamina dan instansi terkait, mekanisme 
pendataan dan distribusi yang kurang transparan terus menjadi masalah. Penyimpangan 
seperti penimbunan BBM dan penggunaan surat rekomendasi palsu juga masih terjadi. 

Tanggung jawab pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi tidak sepenuhnya 
berada di Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi melibatkan dinas lain seperti Perindustrian 
dan Perdagangan. Meski begitu, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap melakukan pemantauan 
melalui penyuluh lapangan yang memastikan subsidi digunakan sesuai peruntukannya. Jika 
ditemukan pelanggaran, langkah tegas seperti pembekuan akses subsidi akan diambil. 
Namun, diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi untuk memastikan pengawasan 
berjalan lebih efektif. 
Pembahasan Hasil Penelitian 

Penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Minahasa Tenggara menghadapi kendala 
pada pelaksanaan SOP yang belum optimal. Kurangnya informasi, belum jelasnya 
mekanisme, dan adanya pembelian tanpa Surat Rekomendasi menunjukkan bahwa SOP 
belum diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Padahal, peraturan mengharuskan nelayan 
memiliki Surat Rekomendasi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. SOP berfungsi 
sebagai pedoman agar kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien, namun implementasinya 
masih membutuhkan perbaikan. 
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Masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BBM bersubsidi, seperti 
pemberian kepada pihak yang tidak berhak. KUSUKA sebagai mekanisme verifikasi sudah 
cukup membantu, tetapi pelaksanaannya perlu penyempurnaan untuk memastikan subsidi 
diterima oleh nelayan kecil yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah daerah harus 
memperkuat pengawasan dan evaluasi agar ketepatan sasaran lebih terjamin, sehingga 
subsidi dapat memberikan manfaat maksimal bagi nelayan. 

Keterbatasan kuota BBM bersubsidi menjadi kendala utama yang dihadapi nelayan. 
Permintaan yang tinggi tidak sebanding dengan alokasi yang tersedia, sehingga sering terjadi 
antrean panjang dan pembelian sistem gilir. Nelayan kecil terpaksa membeli BBM non-
subsidi dengan harga lebih mahal. Pemerintah perlu memastikan alokasi kuota yang 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan, mengingat pentingnya BBM bersubsidi 
dalam menunjang aktivitas ekonomi mereka. 

Hanya satu SPBN yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga akses 
nelayan terhadap BBM bersubsidi menjadi terbatas. Kurangnya infrastruktur ini 
meningkatkan biaya operasional nelayan, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari SPBN. 
Ketersediaan SPBN yang memadai sangat penting untuk mendukung distribusi BBM 
bersubsidi secara efektif dan efisien, serta mengurangi ketergantungan pada satu fasilitas. 

Penambahan SPBN menjadi solusi yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas 
nelayan terhadap BBM bersubsidi. Infrastruktur publik yang memadai tidak hanya 
menunjang aktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pemerintah 
daerah perlu berperan aktif dalam memperbaiki dan menambah fasilitas untuk memastikan 
distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lancar dan merata. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan subsidi 
BBM berjalan efektif. Hal ini mencakup pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta 
penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah 
dapat meningkatkan akses nelayan terhadap BBM bersubsidi, sehingga kebijakan ini benar-
benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan keberlanjutan usaha nelayan di 
Kabupaten Minahasa Tenggara. 

Keberpihakan pemerintah terhadap nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam 
implementasi kebijakan BBM bersubsidi dinilai masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari 
keterbatasan kuota BBM bersubsidi yang sering dikeluhkan nelayan, serta minimnya 
infrastruktur SPBN, di mana dari dua SPBN yang ada hanya satu yang beroperasi. Padahal, 
kebijakan ini telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan, seperti UU No. 7 Tahun 
2016 dan Perpres No. 191 Tahun 2014, yang mengharuskan subsidi BBM bagi nelayan 
diberikan dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kurangnya koordinasi dan 
pengalokasian sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. 

Kurangnya komunikasi yang efektif antarinstansi pemerintah mengakibatkan 
informasi terkait kebijakan tidak tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana maupun 
nelayan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan 
juga menjadi kendala dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar. Disposisi 
atau komitmen pelaksana kebijakan sering kali kurang memadai, sehingga mekanisme 
pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yang akhirnya berdampak pada 
kurangnya keadilan dan efektivitas kebijakan. 
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Pengawasan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan BBM bersubsidi 
masih lemah. Distribusi BBM bersubsidi sering tidak tepat sasaran, dengan alokasi yang 
terkadang diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Selain itu, kekurangan kuota dan 
minimnya SPBN beroperasi menjadi hambatan utama. Meski pengawasan merupakan 
elemen krusial dalam implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan yang ada saat ini 
belum mampu memastikan alokasi BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan nelayan. 
 
KESIMPULAN  

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang BBM bersubsidi 
bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat 
dari kurangnya pemahaman terkait SOP penyaluran, ketidaktepatan sasaran dengan masih 
adanya konsumen tanpa surat rekomendasi, kuota BBM yang belum mencukupi kebutuhan 
nelayan, serta minimnya ketersediaan SPBN yang memadai. Faktor lain yang menjadi 
kendala adalah rendahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan 
ini dan belum optimalnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. 

Pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi SOP penyaluran BBM kepada 
nelayan dan petugas penyalur untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas. 
Sistem verifikasi berbasis teknologi, seperti aplikasi atau sistem pendaftaran online, harus 
diterapkan guna memastikan hanya konsumen berhak yang dapat membeli BBM bersubsidi. 
Selain itu, kuota BBM bersubsidi harus disesuaikan dengan kebutuhan nelayan yang terus 
berkembang, serta memastikan operasionalisasi penuh dari dua SPBN yang tersedia atau 
membangun SPBN baru di lokasi strategis. 

Pemerintah daerah harus meningkatkan keberpihakan dengan melakukan analisis 
kebutuhan kuota BBM secara mendalam dan penyesuaian kuota secara berkala, disertai 
dialog terbuka dengan nelayan. Langkah ini penting untuk memastikan alokasi BBM sesuai 
kebutuhan dan mendukung operasional nelayan secara optimal. 

Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait sangat 
diperlukan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Mekanisme 
pengawasan harus mencakup sistem pelaporan yang mudah bagi masyarakat untuk 
melaporkan penyelewengan, sehingga kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat 
sasaran. 
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